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Pembahasan RUU BHP
TemI{J Jalan Buntu
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bahasan Rancangan Une

_dang Badan Hukum' Per
menemui jalan buntu. Perubahan
‘pasal mengenai tata lchlula'Badan

kumPendidikan
eriteri Pendidikan Nasional'

[ijt :[-F ra].:::; pem'gahnan‘ﬁ di-
 tola isebagi JEEL T o ak-
?hﬁ:dﬁm}imu XDPRA.

ﬂ}emﬂmn terungkap dalam ra~
pat rkauiﬁ_gntam “Menteri -Pen-

li_j ]
Pel:ll ]r:an usu.la.n ltl.l. sudah dnmasuk-
fg-Un<" 'Ekél:fpaﬂé.i
Illﬂiﬁﬂ;ti"iﬁird]

i 2007, "Tapi, usulan
. Tata kelola sangat
krusial Ada ‘masukan dari per-
‘bahwa kewenangan

gul'l.l.an
yan “diusul4 v metﬁadmmal&']elas sehingga da-

“pat ‘muncul, Bcnhmm, "katan}a
seusdi J:apat

wTgrkait = "ﬂer;gan 'kemglrmn
Menmknas ‘tersebut, - terdapat
dua penﬂﬁp&t di antara para ang-
gota komisi, <yakni membahas

asional Bambang Sus uﬁnlanmentenatnudmynsui-al

“dibyordan’ angg‘dta'f{ummtﬁDPB.
#Senin’ {mz} ‘Perumusan - Kan-

presiden, menteri me!
usulin RUU= 131I‘P‘ )

Fu Rapat

cangan’iUndang-Undang™ Badan “sitessebut belum meﬁiutuak:ﬂrﬂﬁ*'

Hukum Pendidikan (RUL BHP) |
sudah selesai dan dijadwalkan di-

sahkan oleh komisi tersebut hari
Senin kemarin, Setelah itu, RUU

BHP tinggal dJs.:h.lmn uleh. Rapat

Pan;mma ﬁPh}

/ Men Sudibys
mengusullan Gﬁ‘huhr perubahan
pada 'Offnher 2008, Perubahan -
itu sEhagian bemt‘si‘t ‘redaksional,
‘tetapi terdapat sub-
‘stansial terkait tata kelola BHE
. “Sehagian besar fraksi dengan

ternatif yang akan diambil.. £
Ketua Tim Perumus RUUJ

! hnwar Arifin mengatakan, Men-

as’ meralat konsep dengan
rangi kewchangan Ma]elis
| Amanah dan senat -akade-

mik-dalam BHE "Mendiknas se-
_peitinya ingin memosisikan ‘ke-

mnmgan Imp'uda mktlﬂ"*tuar-

nya..

.-'\.mnrArif'n mengatakﬂn snal
pendanaan sudah_tuntas. Peme-
rlntah dan pemerintal . daerah,

mgasmem}.ak mbahasan kem-. sesuai dengan kewenangannyd,
men

bali ‘usulan \{midlknam RUT
PHF .sudah tiga tahun dibahas

‘dan menimbulkan berbagai kon- -

semua biava inves-

“tasi, beasiswa, dan bantuan biaya

E’ndl.ﬂilmn;kepada BHP peme-

troversi. RUU BHP yang disusun- :‘nn,t&h dan BHP pemerintah dae-

tim perumus. sudah melalui uji
publik dan mengakomodasi as-
pirasi stakeholder pendidikan. Pe-
sunan sesuai prosedur, Usul-
an ‘Mendiknas tidak dapat di-
bahas lebih lanjut karena tidak
prosedural. Itu melanggar keten-
tuan pemhuntm undang-un-
dang” ujarnya.
Bambang Sudibyo mengata-

, Laila Febrina, FIB Ul, 2009

_rah vang menyelenggarakan pen-

didikan menengah tan tinggi. Pe-
merintah juga menanggung pa-
ling 'sedikit seperdua biaya ope-
rasional.

Peserta didik yang ikut me
nanggung. biaya' pendidikan d:
sesuaikan  dengan kemampuan
orangtua, paling ban;.faksi!pemga
dari biaya operasional. (INE)*-
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PERATURAN PENDIDIKAN

'RUU BHP Tetap

Mendapat Penolakan

JAKARTA, KOMPAS — Pe-
nolakan terhadap Raneangan Un-
dang-Undang  Badan Hukum
Pendidikan masih tetap muncul.
Rancangan undang-undang ter-
sebut tetap dipandang rawan me-
nyebabkan komersialisasi pendi-
dikan, Sekalipun penyusun ran-
cangan’ undang-undang berargu-
mentasi komersialisasi telah di-
pagari melalui aturan pendanaan,
tetap saja muncul keragnan. Im-
plementasi di lapangan akan sa-
ngat sulit diawasi, .

Demikian  terurgkap dalam

jumpa pers terkait RUU. BHP

ng antara lain dihadiri pakar -

ya
pendidikan Prof HAR Tilear, Prof
Winarno  Surakhmad, Darma-
ningtyas, Lodi Faat, Ade Trawan
(Indonesia Cormeption  Wateh),
dan berbagai unsur pemerhati
pendidilan lainnya.

Seperti diwartakan sebelum-
ny4, pemerintah dan pemerintah
dacrah sesuai  kewenangannya
menanygung sejuruh biaya mves-
tasi, beasiswa, dan bantuan bizya
pendidikan pada BHP Pemerin-
tah dan BHP Pemerintah Daerah
vang menyelenggarakan penci-
dikan menengah dan tinggi. Fe-
serta didik yvang ithut menanggung
biaya pendidikan, disesuaikan de-
ngan kemampuan orangtua.

HAR Tilaar mengatakan, sc-

Laila Febrina, FIB Ul, 2009

.cara teknis, tentu saja penierin-

tah mempunyai alasan untuk me-
rumuskan RUU BTLE tetap: da-
lam konteks kehidupan berbang-
sa tidak benar. "Aturan itu bisa
saja bagus di atas kertas, tetapi
siapa yang akan mengontrel di-
terapkannya porsi SPP itu? Kita
bisa melihat perguruan tingg
vang telah menjadi Badan Hu-
kum Milik Negara kemudian me-

mungul biaya besar dard masya-
rakat,” wjarnya.

Lodi Paat dari Koalisi Pendi-
dikan mempertanyakan persoal-
an yang sesungguhnya ingin dija-
wab dengan hadirnya RUU BIHP.
"Persoalan yang terjawab hanya
efisiensi dan. manajemen. Na-
mun, persoalan mendasar seperti
kualitas dan kesetaraan dalam
akses pendidikan belum terjawal.

Padahal, itu persoalan yang fun-"

damental sebagai bangsa saat ini,”
ujarmnya.

Darmaningtyas  menambah-
kan, perzoalan yang akan muncul,
misalnya, manajemen di sekolah
atau lembaga pendidikan swasta
“Kalau tata kelelanya mengikuti
RUU BHP, lantas vayasan bagui-
mana keterkaitannya dengan UU
Yayasan? Pemerintah juga ter-
kesan hanya mengatur penda-
naan bagi sekolah negeri,” ujar-
nya. (INE}
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RUU BHP Disahkan |2 .0 G
| SIEiEiTiegiitiiziEl
Mahasiswa Unjuk Rasa, Sidang Paripurna di DPR Ricuh e i

JAKARTA, KOMPAS — Sidang Paripurna DPR tentang
pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum
Pendidikan menjadi undang-undang di DPR, Jakarta,

akan semakin mahal dan mem-

bebani masyarakat, terutama dari

kalangan tidak mampu.
Mahasiswa juga memprotes

UU BHF akan membuat pen-
didikan di Indonesia menjadi se-
makin tidak terjangkau. Peratur-
an ind justru diyakini bisa mem-

mampu, kata Fasli, justru sema-
kin terlindungi. Ada kewajiban
dari BHP dan pemerintah untuk
menyediakan beasiswa, bantuan

; : BE R g ketentuan dalam UL BHP soal  beriperlindungan pada masyara-  biaya pendidikan, kredit pendi-
Rabu (17/12), berlangsung ricuh. Peristiwa itu dipicu pembubaran badan hukum pen-  kat w.zﬁEW tidak H__umm &tsu.__.ﬁ.: dikan mahasiswa, dan pemberian
penolakan mahasiswa yang ikut menghadiri sidang, didikan, yang salah satunya ka-  biaya pendidikan yang tinggi. pekerjaan kepada mahasiswa, Se-
. rena dinvatakan pailit. Ini dinilai Fasli Jalal, Direktur Jenderal lain itu, BHP wajib menjaring dan
Kericuhan dalam sidang pari-  puluhan mahasiswa Universitas sebugai bukti sekolah akan di- Pendidikan Tinggi Depdiknas, se-  menerima siswa berpotensi aka-
purna yang dipimpin Wakil Ketua Indonesia membentuk lingkaran  kelola seperti perusahaan. usai sidang, mengatakan, masya-  demik tinggi dan kurang mampu
DPR Muhaimin Iskandar itu ber-  dan memaksa masulk kembali dan Sementara ity, Aliansi Rakyat  rakat harus memahami semangat  secara ekonomi, sekurangnya 20
langsung saat acara pembacaan akhiroya saling dorong dengan Tolak BHP menolak dengan alas-  penyusunan BHE. Soal pendana-  persen peserta didik baru.
_pandangan akhir fraksi-fraksi di  polisi. an UU BHP mengsunakan pen-  anpendidikan, justru pemerintah Sementara itu, Ketua Asosiasi
DPR. Penolakan yung diserukan Sejumlah mahasiswa terdengar  dekatan ekonomi pasar bebas  dituntut berperan besar. Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi)
mahasiswa dalam ruang sidang  menjerit -dan_menangis. sambil ~yang menganalogikan penclidikan »pemahaman yang kelira ini Wilayah Jabar-Banten Didi Tur-
itu membuat petugas dalam menyuarakan penolakan penge-  sebagai komoditas ckonomi. Pe-  miungkin karena masyarakat me-  mudzi, Rabu (17/12), menyesal-
(pamdal) DPR  mengamankan sahan UL BHE. Unjuk rasa para merintah dinilai hendak mele- lihat praktik di perguruan tinggi  kan tergesa-gesanya pengesahan

mahasiswa.
Para mahasiswa pun dengan
paksa digiring petugas pamdal ke

mahasiswa di dalam halaman dan
di luar pagar Gedung DPR itu
berlangsung hingga sore harl.

paskan tanggung jawab untuk
memenuhi hak warga negara atas
pendidikan.

badan hukum milik negara
(BHMMN), yang biaya kuliahnya
jadi mahal. Di UL BHP ini justru

UU BHP tanpa berusaha menye-
lesaikan lebih dahulu polemik
yang muncul di permukaan. Sub-

luar ruang sidang, Sempat terjadi Mahasiswa menilai pengesah- 4 diatur, biaya yang ditanggung ma-  stansi UU BHE, di dalam imple-
saling dorong dan pukul antara an RUU BHP menjadi UU meru- Melindungi masyarakat hasiswa paling banyak sepertiga mentasinya, bisa menimbulkan
* ~amdal dan mahasiswa. pakan upaya komersialisasi pen- Ketua Komisi X DPR Irwan biaya operasional” ujar Fasli. persoalan baru di dunia pendi-
" apan Gedung Nusantara IT,  didikan. ﬂr&mﬁﬁ? .ﬁ:a“ Prayitno_membantah anggapan, . Adapun . ur* £ wagga tidak dikan. (ELNJON) o
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| pendidikan tetap menjadi merwﬁuawu%mpgﬁw karena

akan muncul persaingan-di mB.nEm Hum_.mﬁﬁmb E._mm_

mn_zhmhu dana w»:.ﬁw:.__gr mwwﬂ mnEmEB sulit mﬁmmmn

m,n_.ﬂuu.:..wﬁ.- —E ﬁmqﬁ._._.:hp _.Em
_.mp swasta mempertanyakan Jke-
berpihakah - pemerintah ‘kepada
lembaga -pendidikan . swastaz=Se- - |
mentara pemberlakuan Undang-
Undang' Badan' Hukum - Pendi- |
dikan (UU BHP) yang Ea:npn_.:.
hingga ke tata .organisasi. dinilai
berpotensi mengooptasi rnm..mﬂ:.
akademis di kampus.

Demikian antara lainpendapat. - Bl

yang terjaring; Kamis; . dari ber-
bagai lembaga pendidikan’ tinggi
negeri dan swasta dari berbagai-

i 4 _...
mmnﬂ&.

EanG, E:E:._ urahm:_ﬁ
EEE_E_._ dari Liniversitas Ne-

geri Jakarta, dalam. diskusi panel

*Otonomi Kampus.dan Peluang
mnﬂgngmﬂ:mm..mﬁ:raﬁnhrg
Lembaga Pengkajian dan Peng-

_abdian’ Masyarakat - Demokratis
(LPPMD). Universitas Padjadjar-

.5 di Bandung menegaskan, Uu
implementasinya me-
?%E@ diantara
_mﬁgmwﬁp&&rms... atnya,
d:inahibah dari ﬂ_n_smnﬂﬁ_ alkan
Sl LRy

. _umm_mzmgum hingga H.Qb,:.m Dm._\._.Mu m_m&me.&mb H.m:mmu@hﬂ i .F,.H_uurn pendidikanlah vm_.nun?. Eﬂaﬁ jasa belaka. Sekarang Ta-
+ an dan nasib vm-ﬁmu ini ke depan
-dipertaruhkan,” ujar Mughlis. Ja-

.. ¥ - mrdﬁm#ﬂ::&ﬁ.ﬁ._dﬁﬁﬁﬂﬁmn

pemerintah dapat dihilangkan se-
penuhnya. -

Wakil Ketua Majelis Wali Ama-

nah Institut Teknologi Bandung,

" Rizal Tamin mengungkapkan ke-

khawatiran scrupa, sementara

_ Reklor ‘Universitas Paramadina

Anies Baswedan khawatir mutu
pendidikan merosot seiring me-
ningkatnya biaya pendidikan.

Ul tersebut _%aﬂz_ﬁﬁ

pada kualitas - murid

oury, seperti dicetuskan Ketua 111

Majelis: Luhur Taman SiswaiBi-
dang Pengembangan Pendidikan
dan Kebudayaan Wuryadi di Yog-

i EE i Er juga _....mEﬁrwmiuﬂ

man Siswa menyiapkan materi

%ﬁc untuk diajukan ke

{ I Komstitusi. i
Suharyadi, Ketua Umum Aso-

aum_wm_.nﬁnw: Tinggi Swasta In- |

* donesia, menilai dalam UU BHP

ini, untuk PTS ataulembaga pen- |

didikan ~ swasta, pemerintah

belum memberi: bantuan dana

yang proporsional, padahal tidak

umE:m.E:&mﬁﬁ:?&rp:mow
HEnﬂﬂﬂhEuEEﬂmmEnm

" mansial.

. Heri Akhmadi, Ketua Panitia
Kerja RUU BHP Komisi X DPR,

. E.oumﬁm_BF penolakan terhadap

BHP itu dinilai akibat belum di-

% semangat dan sub-
ansi pasal demi pasal UU BHE
SO (ELN/MUK/IRE/ION)

...wmn., ¥

Universitas Indonesia

Laila Febrina, FIB Ul, 2009

Pembingkaian artikel...,



_

JAKARTA, KOMPAS —
Ketentuan-ketentuan di
dalam Undang-Undang
Badan Hukum Pendidikan
dinilai tidak memper-

| hitungkan kesiapan

pemerintah dan
masyarakat untuk
melaksanakannya nanti.

Undang-Undang BHP yang

i mendapat persclujuan DPR pada

Rabu (1%12) lalu juga menarik
gelombang penolakan dori maha-
siswa yang semakin meluas ke

berbagai daeraly dalam tiga hari

terakhir. ’
Penilaian kritis soal kesiapan

pelaksanaan UU BHP tersebut §

+ muncul dalam pertemuan antara

Badan  Eksekutif ~ Mahasiswa

(BEM) dari berbagai perguruan g

| tinggi di Indonesia dan Direkto-
. rat Jenderal Pendidikan Tinggi

(Dikt) Depdiknas di  Jakarta,
Jumat, yang dihadid langsung
Em___ Dirjen Dikti Depdiknas Fasli
Jalal. : ;

Beberapa poin yang dikritisi,
antara lain, soal sekolah berstatus
BHP yang bisa dinyatakan pailit.
Hal ini- dinilai bisa merugikan
pendidik dan peserta didik kare-
na bisa sebabkan ketidakpastion
pendidikan jika itu terjadi.

Selain itu, soal komitmen pen-
danaan pemerintah juga diperta-
nyakan. Scbab, sampai saat ini
beban biaya pendidikan justru
sebagian besar ditanggung ma-
syarakat. Akan tetapi, pengguna-
an dana itu justru ditutup-tutupi
dari masyarakat.

Fasli Jalal mengatakan, butuh
kerja keras dori pemerintah, pe-
merintah daerah, lembaga pen-
didikan, dan masyarakat untuk
bisa mengimplementasikan UU
BHP. "Di sinilah perlu penga-
wasan- kita bersama untuk bisa
nembuat lembaga  pendidilan
ang mandiri, profesional, ber-

wlitas, tetapi terjangkav. (ltu)

rus dilakukan dengan benar.

a perlu perbaikan, hal tersebut

wma_ﬂé@g&ﬂﬁﬁs Fas
i h

Dalam/ kelentuan UL BHI
pergaruan Bnggi negerd dan seko-
lah harus. menyesuaikan
tata i menjadi BHP dan
BHP pemerintah dacrah paling
lamia empat tahun, Adapua per-
puruan tnggi badan hukam milik
negara (BHMN) barus menjadi
BHP dalam waktu tiga tahun se-
jak UU BHP diberlakukan. Se-
mentara i, ‘perkiim-
pulan, atau badan hukum sejenis
menyesuaikan tata kelolanya pa-
ling lama 6 talwg -

Secara terpisah, Dwi Markoni,
Ketun Asosiasi Sekolah
Indonesio, men sekolah

berbentuk BHP itu belum jelas
implementasi - dan dampaknya
bagi pembelajaran siswa. Karena
itu, pemerintah diminta menyo-
sialisasikan dan menyiapkan se-
kolah dengan sebaik-baiknya,
Soal pelaporan  pendapatan

dan penggunaan dana di sekolah

g harus disudit lalu dilapors
1 kepada publik, misaliya, ada-
lah hal yang baru hagi sckolah,

an anggaran dan pendapatan be-
lanja seleolsh hanya dengan per-
setujuan dinas pendidikan.
Gelombang protes

Senmentaraity, protes mahasis-
wn bermunculan di Yogyakarta
(DI Yogyakarta), Purwokerto (Ja-
wa Tengah), dan Pontianak (Kali-
mantan Barat).

Puneak peringatan Dics Nata-

liz Ke-59 Universitas Gadjah Ma-
da (UGM), Yogyakarta, kemarin,
diwarnai unjuk rasa puluhan ma-
hasisw: manolak pember-

lakuan HP dan menuntut
. keranda sebagai simbol matinya

#n._ﬁe.n Inws_.__wﬂm..ﬁw.n m:&n._dﬂm
tadak te u Lami ingin Ba-
pak _”mﬁ Sudjarwadi keluar
dan wenolak pemberlakuan sta-
tus BHI* di UGM;" seru Ketua
Dema Justicia Fakultas Hukum

UGM Takso Anindita dalam ora-

SN,

Puluban mahasiswa ita me-
maksa masuk Graha Sabha Pra-
mana, tempat acara peringatan
WWMEZ»EF Ke-59 cm.ﬁ%
rasa gﬁ:%#ﬂ Mﬂ&.—mﬁ: Masio-
nal Bambang Sudibyo yang ren-
cananya hadir, kemarit, batal ha-
dir. Pengunjuk rasa berasal dari
empat fakultas, yaim Fakultas
Hulum, Matematika  dan TPA,
Psikalagi, serta llmu dan Budaya.
Mereka membawa spanduk dan

kampus kerakyatan, Salah satu

spanduk bertuliskan, "UU BHE,

._ T
B R
tetapi tidak memperaleh tang-

KORTA WAWAN I AR 6

= Sejumlah

‘=  mahasiswa
yang tergabung
dalam Aliansi
BEM Jogja
berunjuk rasa
di DPRD
Provinsi DI
Yogyalarta,
Jumat (19/12).
Mereka
menyampaikan
penolakannya
terhadap UL
BHP vang di-
nilai dkan
menjadikan

komaoditas

cob e kaum pemodal. |

dari pejabat UGM.
Sementarn itn di Purwokerto,
lehih dari 50 mahasiswa Univer-
sitas Jenderal Soedirman me-
nuntut agar RUU BHP diajukan
dalam vji materi (fudicial review)
ke Mahkamah —ng% Menu-
rut Ketua Badan Eksekutil Ma-
hasiswa Falailtas Peternakan Un-
soed Abi Tawakal, kemersializasi
pendidikan hanys akan merugi-
kan "Pendidikan
akan sc sulit dijangkau oleh
masyarakat menengah ke ba-
wah,” .
Di Pon sekitar 20 maha-

siswa dari BEM Universitas Tan- .
pura Pontianak, BEM Fakul- '

tas Ilmu Sosial dan Tmu Politik

Untan, serta BEM Universitas |

Muhammadivah Pontianak ber-

unjuk rasa di Bundaran Tugu
Digulis Pontianak. Mercka meno- -
Iak ULl BHP karena dinilai akan |

membawa kehancuran bagi dunia
ikan di Indonesia karen-
tinggi. (ELN/TRE/MDN/WHY

dunia pendi- |
dikan sebagai

Universitas Indonesia
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Uji Materl Bakal Dla_]ukawﬁq

JAKARTA, KOMPAS -—_.-ge—
beratan dcugan pengesahan Un-
dang-Undang  Badan * Hukum
Pendidikan, sejumlal  elemen .
pendidikan bersiap mengajukan
permohonan uji. materi un-
dang-undang atau judicial review
ke Mahkamah Konstitusi. Isi per-
undang-undangan tersebut dini-
lai tidak cocok dengan - gituasi
Indonesia schagai negard ber-
kembang vang temgah memacu
kualitas sumber daya manusia-
‘nya agar dapat bangkit dari ke-
terpurukan. Masyarakat kehi-

langan harapan akan pendidikan

‘murah dan mudah dlakse.s se-
telah  disahkannya -
dang undangan temebrut. T Hk
"Kami bersama elemen lain -
yang miempunyai*- keinginan -
sama, seperti kelompok: maha-
siswa, guru, dan ' institusi pen-
.dsc'hk:in, akan mengadakan per-,

‘temuan pacla Senin (zm:gnnmk " Siswa termasuk yang ingin meng--

,n‘I.Embahas Judeclm' review,” ujar
Manajer Monitoring Pelﬂ,}r@g.an
Publik - Indonesia - Corruption
Watch Ade Irawan, Minggu. Da-

lam pertemuan itu, mercka akan
mengevaluasi pasal-pasal dalam’
Undang-Undang Badan Hukum
Pendidikan I:I.IU BHP) yang ingin
diyji. Pilihan - lainnya = adalah
menguji Pasal 53 UU Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pen-
didikan Nasional ‘yang menga-
manatkan pembentukan BHE

U BHP itu eoqqm'a-_m ne-
gara maju. Ini mirip dengan ke-
bijakan manajemen berbasis se-
kolah yang diterapkan sejak be-
berapa tahun lalu. Kenyataanaya,

manajemen  berbasis  sekolah

strukturnya sulit diimplementa-
sikan,” ujarnya.

€5

Kenyataannya
‘uang kuliah di PT BHMN
tambah mahal. '
Eial:'n}aningty'as 1
Pengamat pendidikan sekali-
gus pengurus Majelis Euhur Ta-

man Siswa Yogyakarta, Darma-
ningtyas, menambahkan, Taman

ajukan pengujian UU BHE. Un-

* dang-undang tersebut, menurut-

nya, menjadi titik pangkal pem-
bentukan korporasi pendidikan.
* Darmaningtyas melihat, peme-
rintah. memilih jalan privatisasi
pendidikan. Hal itu terlihat dari
tata kelola, pengurusan kekayaan,
dan pendanaan di bidang pen-
didikan yang tertuang dalam UU
BHP. Semakin lama. bisa jadi
komposisi pendanaan oleh pe-
merintah akan semakin kecil di-

, Laila Febrina, FIB Ul, 2009
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bandingkan dengan pembmyaan
oleh masyarakat. - - :

*Di atas kc;‘tas_- saja scakan ti-
dak ada masalah, termasuk soal
f an tinggi berstatus badan
Eﬁuﬂwmu{ negara (BHMN,
Kenyataannya, uang kuliah di I
BHMN tambah mahal,” ujarny:
' Dengan jumlah institusi pe
didikan, mulai dari pendidika
anak usia dini hingga pergurua |
tinggi yang sangat banyak, pe
mernintah akan kesulitan i\
ngontrol sejauh mana komposist
pungutan yang dicantumkan da-’
lam perundang- undangan “dipas .
tuhi. *Tujuh BHMN saja peme- -
rintah kesulitan mengontrolnya”
ujarm':l

Secara terpisah, Ketua Umum *
Aspsiasi - Badan Penyelenggara
Perguruan .Tinggi Swasta Indo-
nesia Thomas Suyatno menga-
takan, belum ada rencana untuk

:mengajukan pengujian UU BHE.,

“Kami akan mengadakan rapat
evaluasi untuk melihat berbagai
k;:-mphkam yang ada dari UU"
BHE" ujarnya.

Prinsip-prinsip  yang akan
tetap dijaga adalah tetap adanya
eksistensi yayasan untuk menye-
lenggarakan - pendidikan secara
langsung, tetap hidupnya kema-
jemukan, tidak ada diskriminasi
institusi pendidikan negeri dan
swasta, serta hak yayasan tetap
dihargai. (INE) y
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RUU Badan Hukum
Pendidikan dibahas
kembali Rabu pekan

depan.

JAKARTA — Pimpinan Komisi
Pendidikan Dowen Perwa-
kilan Rakyat, Heri Akchmadi,
meminta Menteri Pendiclikan
Nasional W* merampingkan
usulan tentang Rancangan
Undang-Undang Badan Hu-
kum Pendidikan (HUU BHP).
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“Kalau hanya satu atau dua
poin yang dianggaposangab
penting, Komisi bisa mem-
pertimbangkan,” kata Heri
saat dilemui seusal memim-
pin rapat dengar pendapat
tentang black grant pendi-
dikan di ruang rapat DER
kemarin.

Sebelumnya, Menteri Pari-
didikan Nasional Bambang
Sudibyo menolak rencana pe-
ngesahan RUT BHP di ling-
kat komisi. Menteri meng-
anggap manajemen tata kelo-

LT D

la badan hukum pendidikan,
termasul. wewenang reklog
majelis wali amanat, senat
akademik, dan dewan audit,
harus dibahas kembali.
Ketua Tim Penuaus RUU
BHP Anwar Anfin saul ilu
menilal Menteri Pendidikan
juga dianggap mzvalat kepu-
tusan. Dalam draf sebelum-
nya kata Anwar, sucah dffe-
laskan fungsi dan wewenang
mektor, majells wall amanat,
senat akademik, dan dewan
audit, Namun, dalam usalans

enterd Niminta Rampinghan Usula

nya, Menteri menyataian ko-
kuasaan BHP harusnya ada
di tangan rekion
Blenanggapi|  penolakan
Menteri Pendidikan, Heri
Akhmadi menyampailan
dua pilthan. Perama, peme-
rintah diminta menyiapkan
keinbali usulan dalam rapat
kerja yang waktunya akan
ditentukan berdkutnya. Ke-
dua, pemerintah melalui su-
rat presiden kepada DPR
mencabut BULT yang sedang
dibahas sekaligus menyerta-
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kan usulan  pembahasan
RUL bas. Herl menyatakan,
Rabu pekan depan roncana-
nya akan ada rapat korja so-
alini. *Sebelumnya, akan di-
lakukan lobi supaga adla titik
temu,” ujar dia,

Di tempal yang sama, Di-
rektur Pendidikan .—m.._.:._
Fasli Jalal menyatakan pe-
merintah meminta agar RUL
BHP disusun n.uﬁu: hati-
hati. Selama ini, Fasli meng-
::nxh_uﬁm: _.mwuoq dipilih

oleh ' konstituen untuk me-

.__.:__n.__ m _ummm:mmm 2008 D.N
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laksanskan mandatnya,
Tugas itu, kata dia, seha-
rusnya mumi wewenang rek-
lor dan jajarannya ﬂ_fm.:
lembaga eksekutif perpuruan
tingei dan hanya dilaporkan
satu tahun sekali untuk ke-
mudian dievaluasi oleh maje-
lis wali amanat dan diawasi
pelaksanaannya oleh senat
akademik. “Rektor hurus di-
beri kesempatan melakukan
tugas diun tidak terus-menc-

rus ditanyai,” katanya.
LU | REH ATEMEEM S
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RUU wp@mz HUKUM PENDIDIKAN
Fungsi Pengawasan Disepakati

Nantinya fungsi senat aka-
demik dipangkas pada
pengawasan kebijakan.

JAKARTA — Departemen Pendidikan
Masional dan Dewan Perwakilan
Rakyat sepakat. menambahkan
fungsi pengawasan pendidikan da-
lam Rancangan Undang-Undang
Badan Hukum Pendidikan {(RUU
BHP)

Fungsi pengawasan pendidikan
ini, kata Ketua Tim Perumus RUTS
BHP Anwar Arifin, akan diletakkan
dalam fungsi senat akadermdk, “Di-
jelaskan pada pasal 17," kata dia sa-
at ditemui seusai rapat kerja dengan

Menteri Fendidika
DPR kemarin.

Sebelumnya, senat alkademik me-
miliki fungsi menyusun dan mene-
tapkan kebijakan akademik bersa-
ma refttor: Sedangkan nantinya, ka-
la Anwar, fungsi senat dipangkas
pada pengawasan kebijakan akade-
mitk dan implementasinya,

Menter! Pendidikan Bambang
Sudibya menyatakan pensaturan
fungsi diharapkan membuat tata
kelola Jebih/haik. “Semua organpu-
nya fungsi jelas,” katanya

Sebelwnnya, Menteri Pendidikan
menolak rencana pengesahan Ran-
cangan tersebut  di tinpkat komisi
DPR. Rencznanya, rancangan yang
telah dibahas selama tiga tahun it

in/WNasional di

akan disahkanakhir November lalu
dan akan segeradlibawa ke tingkat
paripuma.

Menteri menganggap masih/ ada
hal krusial yang harus diperhatikan
terkait dengan manajemen tata ke=
lola BHP termasuk wewenang rek-
tor, majelis wali amanat, senat aka-

_demik dan dewan audit. Pengaturan
fungsi itu, kata menteri, merupakan
masukan dari tujuh perguruan ting-
gi negeri yang sudah berstatis Ba-
dan Hukum milik Negam.

Direktur Pendidikan Tingg De-
partemen Pendiditan Nasional Fas-
li .Jalal menyatakan pemerintah
menganut prinsip kehati-hatian da-
lam menentukan tata kelola pendi-
dikan karena BHP merupakan me-

_._:p?.._m : amm;,mmm m_u_um
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kanisme baru yang belum ada pre-
seden serta pengalamannya.

Anwar juga menyatakan tidak se-
mua satuan pendidikan akan mea-
jadi BHP setelah rancangan ini non-
tinya disahkan menjadi undang-un-
dang. “Hanya sekolah yvang sudah
bagus dan berstandar internasional
saja yang diharuskan jadi BHE" k:
ta dia.

Ia mengungkapkan, aturan itu di-
fetapian karena tidak semua seko-
lah mampu bertransformasi menja-
di badan hukum pendidikan. Soal
ini, Fasli Jalal juga menyatakan, se-
kolah dan madrasah tidak perlu ja-
i BHP karena manajemennya ma-
sih sangat sederhana. i
B ATEMAITM S5
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Rapat sempat terhenti
karena kericuhan antara
mahasiswa penolak
pengesahan dan petugas
keamanan.

JAKARTA — Meski masih menimbul-
kan pro-kontra, Rancangan Un-
dang-Undang Badan Hukum Pen-
didikan kemarin tetap disahkan da-
lam Sidang Paripuma Dewan Per
wakilan Rakyat. Menurut Ketua
Homisi Pendidikan Heri Akhmadi,
undang-undang ini tak bisa memy-
askan semua orang

“Sebenarnya raneangan ini sudah
baik," Herl menyampaikan pans
dangannya dalam rapat paripuma
yang dipimpin Wakil Ketua DPR
Muhaimin Iskandar “Secara poli-
tik, inilah hasil maksimal yang bisa
dicapai, Semua pasal diputuskan
secara mufakat tanpa pemungutan
EUaTA.

Sidang sempat terhenti selama
sekitar 10 menit karena kericuhan
antara mahasiswa dan petugas ke-
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Hutkum Pendidikan Disalilan

amanan Dewan oi balker ruang ra-
pat. Mahasiswa di balkon ruang si-
dang berteriak menginterupsi pim-
Pinan rapat, Saat itu PDI Perjuang-
iin akan menyampaikan pandangzn
wmnum fraksi.

Teriakan jtu membuat 20 petugas
keamanan Dewan mendatangi para
mahasiswa, Pemimpin fapat_pari-
purna, Muliaimin Iskandar, lalu me-
minta agar mahasiswa dikeluarkan.
Mahzsiswa menolsk keluar sambil
terus memegang besi pembatasbal-
kon: Beberapa anggota Dewan som-
pat menyerukan agar satuan peng-
amanan tidak bersikap anarkistis,
Setelah dorong-mendarong, petugas
keamanan mengarak mahasiswa ke
luar ruang paripuma,

Sebagian mahasiswa masth me-
netuskan seruan penolakan di luar

mang sidang, Ketua Badan Ekselu<
HE Mahagiswa Universitas Indafe-
sia Edwin Nolsan Naufal mengatas
kan menolak substansi rancangan
karena merugikan dunia pendidik-
an, “Ramib akan ajukan judicic! re-
view,” kata dia. Rancangan itu dini-
Bai mengkomersialkan pendidikan
"Akan ada liberalisasi pendidikan,”
kata Edwin.

Anpgota siaf ahli Radan Ekselou-
tif Mahasiswa Universitag Indone-
s13, Muhammad Indr, menilai pe-
ngesahan rancangan tersebut mem-
buatl schelah di pelosokt semakin
terbelakong  Aldsannya, pemerin-
tah melakukan otonomi pendidik:n
dan mencabut subsidi.

Anwar Arifin, perwakilan Fraksi
Giolkar, menyatakan aturan ity te-
lah memberi panduan jelas terkait

dengan tanggng jawab negara dan
langrung jawab pengelola satuan
Feadicikan, Satuan pendidikan bisa
dikenai sanksi Lila tak mengelola
badan hukwm sesuas dengan keten.-
i tuan, “Sanksinya bisa sampai pen-
cabulan i=if operasi,” kata dia,
Penolaban rancangan jug dila-
kukan mtvsan Makosisws Usiver-
sitas Hasanuddin di depan pintu sa-
tu kampus di Hamalanmea, Bentrol-
anantam mahasisws dan polisi tor-
Jadi sekitar pukul 13.30 Wita, Hel-
tor Univesites Hasanuddin Tdrus
Paturusi menilai penanganan ap-
rat terhadap aksi mahasiswa berle-
bikan, “Saya lihat penanganan apa-
tat berlebihan, demn mahasiswa ju-
ga berdebihan karena menutup ja-
lan," kata Idrus.

10 LR GUISTIAR | REH ATTMALEW SEaT] | Bidewon
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UNDANG- cchzm BADAN HUKUM PENDIDIKAN
Judicial Review Terakhir lznuari

Perguruan swasta keberat-
an jika harus mengalokasi-
kan 20 persen kuota gratis.

IAKARTA — Pengamat pendidikan
dari Perguruzn Taman Siswa, Dar-
maningtyas, menyatakan Undang-
Undang Badan Hukum Pendidikan
sama sekali tidak diper|ukan karena
sudah ada Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional, "Mau meng-
atur apa lagi? Semuanya sudah di
Undang-Undang Sistem Pendidil-
an MNasional,” kata dia suat dihu-
bungi kemarin, menanggapi penge-
sahan Undang-Undang Badan Hu-
kum Pendidikan dalam sidang pari-
puna Dewan Perwakilan Rakyat,
Rabu lalu,

Karena undang- :bh—mﬂ_m#:&u_.mh-
tidak diperlukan, Darmaningtyas
berencana mengajukan judicial re-
view ke Mahkamah Konstitusi. "Sa-

at ini sedangdisiapkan dral judicial
repieto-nya,” kata Darmaningtyas.
Judicial repiew vang akan diajukan
paling lambat Januari 2009 ita akan
diajukan melalui Aliansi Rakyat
Menolak RUU Badan Hukum Pen-
didikan, vang menaung “beberapa
_ﬁnrurw pengamat pendidilan,
Merumit Darmaningivas, scha-
rusnya DPR dan pemerintaly eie-
‘lengkapi aturan yang belum begitu
jelas dalam Undang-Undang Sistem
Pendidikan dengan membuat per-
auran permerintah. Ia memberi con-
toh Undang-Undang Sistem Pendi-
dikan Nomor 8 Tahun 1889 yang ke-
mugizn diikuti dengan lahimya em-
pat pecaturan pemerintah.
Keberpihakan RUU BHP melalui
pengaturan maksimal dana yang di-
perkenankan dipunput peserta di-
dik, kata dia, tidak membuat un-
‘dang-undang ini jadi baik. Pasal-
nya, Darmaningtyas mengatakan
sudah ada pasal dalam Undang-Un-

dang Sistem Pendidikan yang men-
jamin terselenggaranya pendidikan
dasar tanpa biaya. Pasal 32 ayat 2
undang-undang itu menyatakan,
pemerintah menjamin terselengga-
ranya wajib belajar tanpa memu-
ngutbiaya, -
Ketua Komisi Pendidikan DEPR
Heri Akhmadi mempersilakan jika
ada upaya melakukan judicial re
wview terhadap undang-undang yang
baru disaikan itu. *Silakan saja
mengajukan judicial revicts” ketz

dia dalam temu wartawan di De-

partemen Pendidikan Nesional ke-
marin. Direktur Jenderal Pendidik-
an Tingei Departemen Pendidikan
Nasional Fasli Jalal berpendapat
sama. “Setiap keputusan publik
yang dianggap tidak sesuai bisa di-
tinjau ulang," kata dia.

Heri Akhmadi juga menambah-
kan, perguruan tinggi baik negeri
maupun $wasta harus mau meng-
alokasikan 20 persen kuota peserts

didiknya untuk yang miskin dan
pintar

"Kalau tidak mau mengalokasi-
kan, dianggap tidak patuh dan bisa
dikenai sznksi,” kata dia. Selama
inf, ia menambakkan, perguruan
tinggi negeri dan swasta sangat ba-
nyak disubsidi pemerintah. Pergu-
fuan tinggi negeri mendapat ang-
garan langsung dari negara, sedang-
kan perpuruan tinggi swasta mem-
peroleh bantuan berupa hibah atau
dosen negeri yang diperbantukan ke
perguruan tinggi swasta,

Hetua Umum Badan Musyawa-
rah Perguruan Swasta Pusat, Ach.
mad Fathoni Rodli, berpendapat
bahwa perpurusn swasta akan kee-
beratan jika hares mengalokasikan
20 persen kuota peserta didik untuk
siswa pintar dan tidak mampu, tan-
pa biaya. "Tidak semua perguruan
swasta mampu memberikan subsidi
untuk peserta didik yang miskin,"
Feantz lia, o o e | o MM Sty

Universitas Indonesia

Laila Febrina, FIB Ul, 2009

Pembingkaian artikel...,



NASIONAL

B e L R e T T

AR T R T L SR A

Makasiswa Ragu pada
nemantpuan Pemerintak

Badan hukum pendidikan
yang tak patuh aturan akan
diberi sanksi.

1AKARTA — Setelal berkeras menalak
| Undang-undang Dxdan Hukom Pen-
| didikan, 38 perwalilan badan ekse-
i kutif mohasiswa dari beberapa per-
| guruan linggi mempertanyakan hal
ini kepada Direktiur Jenderal Pendi-
dikan Tinggi Departemen Pendidikan
Masional Fasli Djalal d] Jakarta ke-
marin. .
“Secara substansi, mahaziswa tidak
lagi mempermasalahkan Undang-Un-
dang Badan Hubum Pendidikan,” ka-
ta Bagus Juliantok, mahasiswa Insti-
tut Teknologi Bandung, vang juga
anggola Majelis Wali Amanat Institut
Teknologi Bandung, saat ditemui di
sela-sela diskusi dengan Fasli di kan-
tor Departemnen Pendidikan Nasional,
Jakarta, kemarin.
Namun, kata Bagus, Undang-Un-
dang Badan Hukum Pendidikan
mengharuskan pemerintah mengalo-

kasikan anggaran yang sangat besar
untuk menutup biaya investasi dan
beasiswa di perguruan tinggi negeri.
“Biayanya sangat besar, kami ragu pe-
merintah mampu,” kata dia.

Juru bicars Badan Eksekutif Maha-
siswa Universitas Padjadjaran, Gena
Bijaksana, menyatakan akan tetap
mempermasalahkan pengesahan Un-
dang-Undang Badan Hukum Pendi-
dikan. “Masih bangal: yang tidak je-
las,” kata dia. In mencontohkan pasal
yang mengatur pembubaran. “Per-
nyataan tentang pailit berpotensi me-
resabkan - masyarakat,  Perguruan
tinggi bukan perusahaan,” katanya.

Salah satu mahasiswa dari Univer-
sitas Pendidikan Indonesia, Irawan,
menyebut pasal 46 mengenai kewajib-
an perguruan tingei negeri merckout
20 persen mahasiswanya dari kalang-
an tidak mampu sebagai itikad yang
ragu-ragu. “Terkesan tidak adil,
mengapa hanya 20 persen. Bagaimana
yang 80 persen sisanya?” jar dia.

Keraguan mahasiswa, kata Fasli Ja-
lal, dapat dimengerti. Pasalnya, ma-
hasiswa merupakan kemponen pen-

ting perguruan tinggi. “ Analisis mere-
ka harus didengarkan,” kata dia,

Dengan adanya Undang-Undang
Badan Hubkum Pendidikan, ujar Fasli,
pemerintah akan mengalokasikan da-
na inyestasi sekitar Rp 2-3 triliun un-
tuk 26 politeknik dan 43 perguruan
tingg negeri. Saat ini pemerintah me-
nangoung tujuh perguruzn tinggi
yang berstatus badan hukum milik
negara dengan anggaran Rp 600 mili-
ar hingga Rp 1,3 triliun per institusi.

Fasli menambahkan, undang-un-
dang in tidak mengatasi semua masa-
lah pendidikan. *Tapi undang undang
ini menjawab beberapa mazalah vang
cukup penting,” kata dia, Beberapa di
antaranya soal otonomi manajemen,
penerimaan mahasiswa baru, dan
pembiayaan.

Perguruan tinggi juga diwajibkan
mengalokasikan 20 persen dari kuota
bangku kuliah untuk siswa yang tidak
mampu tapi pintar Badan hukum
yang ‘tak patuh aturan akan diberi
sanksi. “Bisa sampai pencabutan izin
operasi badan hulum pendidikan,”
kata Fasli. e ms st sumum ]
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Sistem kontrak membuat
posisi tawar guru
semakin lemah.

JAKARTA — Ketua Forum Guni Inde-
penden Indonesia Suparman menilai
Undang-Undang Badan Hukum
Pendidikan tidak berpihak kepada
Bury, terutama guru nenpegawai.ne-
geri sipil. "Ada celah yang diberikan
kepada Badan Hukum Pendidikan
untuk mengangkat guru kontrak,”
kata dia kepada Tempo kemarin,
Dalam Pasal 55 ayat 2 undang-tin-
dang itu dissbuthkan, perdicik dan te-
naga kependidikan membual perjan-
jian kerja dengan pemimpin organ
pengelola badan hulkum pendidikan
pemerintah, badan hulum pendidik-
an pemerintzh daerah, dan badan
hukum pendidikan masyaralat.
Dalam ayat 5 juga dijelaskan; pe-

ngangkatan atau pemberhentian ja-
batan gesta hal: dan kewajiban pen-
didik dan tenaga kependidikan da-
lam statuss ditetaphkan dengan perjan-
Jian kerja berdasarkan anggaran da-
£4r atau anggaran nunah angea ser-
ta peraturan perundang-undangan

Pasal-pasal itu, kata Suparman,
membika peluang kepzda badan
itk pendidikan untuk membuat
petinjian kerja berkala (kontrak)
cenigan pendidik, vang membuat
BWY nonpegawai nederi sipil akan
semakin sulit mempercleh status
pendidik tetap,

Sistem Komtrak ini, kata Supar-
man, alan membuat pesisi guru se-
makin lemah dan daya tawarmya
berkyrang. "Guru jadi rentan terke-
na pamutusan hubungan kerja."

Dari 920,702 orang tenaga hono-
rer ying tendaftar di Badan Kepega-
wain Nasional (digaji dengan ang-
garan negaral, mu EBTEFE ada

351505 orang (38 persen) yeng me-
ripakan tenaga honover Semua te-
naga honorer ity, akan diangkat
menjadi pegawai nagerd sipil hingga
2009, :

Ketua Persatuan Gura Reputlile
Indonesia Sulistyo menyatalkan, da-
ri 1.2 juta puru swasta di Indonesia,
sekitar 800 ribu tergabung di PGRI
"Dari mereka yang tergabung seki-
tar 110 rib adalah tenaga honores"
kata dia. Hingga saat ini PGRI be-
lum_memiliki data yang pasti ten-
tang jumlah lenaga honooer swas!a
di Indonesia,

Sebenamya, ia menjelaskan, Un<
dang-Undang Badan Hukum Pen-
didikan mengamanatkan adanyva
perwakilan pendidik di  dalam
strukiur kepemimpinan badan hu-
kum pendidikan. Namun, Supar-
man ragu perwakilan pendidile itu
mau dan mampu mempesjuangkan
nasib rekannya, "lidak semus ye-

Dinilai Legalkan Guru Kontral

yasan pedult nasib pendidiknys,”
kata dia.

Ketua Umum Badan Musyawa-
rah Perguruan Swasta Pusal Ach-
rrad Fathoni Rodli menyatakan Un-
dang-Undang Badan Hukum Pen-
cidikan hanus dillenghapi peraturan
pendikung, seperti peraturan pe-
meriptah atau peratiran menteri,
Salaheatungm, payung hukum yang
mengatur porientangan antara gur

. dan vayasan "Seharusnya disedia-

kan peraturan atan mahkamah pen-
didikan” kata dia. Saat ini setiap
portentangan diselesaikan melalui
pengadilan hubungan industrial,

Soal irs, Direktur Jenderal Pendi-
dikan Tinggi Departemen Pendidik-
an Nasional Fasli Jalal menyatakan
guru berstatus pegawai negeri sipil
maupun yang tidak telah dilindungi
oleh Undang-Undang Guru dan
Daozen. "Tidak ada perbedaan,” ka-
ta dia. e resasusy s
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rMenteri Persilakan
Uji Materi bU BHP

YOGYARART: — Menteni
Pendidikan < Mazional
Bambang Sudibyo mem-
bantah jika Undang-Un-
dang Badan Tiukum
Pendidikan (BIP) dika-
takan memben peluang
komersialisasi pendidik-
an, Bambang memporsi-
lakan masyarakat meng-
ajukan judiciz! review

‘wtau i materi ke Mah-

kamah Konstitusi,

“Silokan saja. Iu le-
bih baik karena di Mah-
kamalh Konstitusi akan
digji apa betul Undang-
Undang BIIP itu mele-
galisasi komersialisasi
pendidikan,” ujamya se<
telah membula seminar
nasional dan peluncuran
Sernt Centhini filid V=
X1 di Fakultas ThmiBu-
daya Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, ke-
Wrin.

Menurit dia] Undang-
Undang BHF mengatur
rambu-rambu yang jelis
tentan pungulan yang
ditarik dari mahasiswa,

Bambang menegaskan,
undang=undang itu ber-
prinsip nirlaba, Artinya,
penyclenggara pendidik-
an tidak boleh memcari
keuntungan dari lemba-
ga pendidikan itu. Kalau

Pembingkaian artikel..., Laila Febrina, FIB Ul, 2009

ada sisa hasil usaha, ha-
rus dikembalikan untuk
peninghatan mute atau
kapasitas pendidikan.
“Blapa saja yang mem-
perkaya diii di BHP dipi-
dana kurungan.lima_ta-
hun tdan bisa ditambah
dengan depda Rp 500 ju-
ta, (Undapg-Undang
BHP} ini justru lebih ke-
tat daripada Undang-
Undlang Yayasan,
Undang-Undang BHE
dinilal akan membebani
mahasiswa lantaran pe-
merintah hanya menang-
gung minimal sepettign
dari total biaya operasio-
nal pendidikans
Puluhan mahasiswa
Universitas Pendidiken
Indonesia,  Dandung,
berunjuk rasa di dalam
koempuss Menurut Presi-
dent Badan Ekscloutif Ma-
hasiswa UPI Irwan Sae-
puleh, UL BHI® merugi-
Jean dunia pendidizan,
Di Surabaya, puluhan
mahasiswa dari Sentral
Gerakan Mahasiswa Su-
rabaya juga menggelar
unjuk rasa «i depan
leampus Universitas 17
Agustus 1045, Jalan Se-
malowaru, Surabaya,
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